KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 22 /BC/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Menimbang

Mengingat

L

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

bahwa dalam rangka menunjang berkembangnya usaha
industri pembangkit tenaga listrik dan menjamin tersedianya
tenaga listrik oleh badan usaha termasuk PT. Perusahaan
Listrik Negara (Persero) untuk kepentingan umum, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur
mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas
impor barang modal dalam rangka pembangunan dan
pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk
kepentingan umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 6 dan Pasal 6B Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan
Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.011/2012, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Tentang Tata Cara Pemberian
Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal
Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri
Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5281);



Menetapkan

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Moda@
Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri
Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.011/2012;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat
berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan
jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Industri  pembangkit tenaga listrik adalah  kegiatan
memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk
kepentingan umum oleh Badan Usaha, tidak termasuk
transmisi, distribusi dan usaha penunjang tenaga listrik.

Barang Modal adalah Mesin, peralatan dan peralatan pabrik
dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk
suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan dalam
kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Badan Usaha
untuk kepentingan umum.

. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang

selanjutnya disingkat JUKU adalah surat izin ketenagalistrikan
yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota
sesuali dengan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagalistrikan.

. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset,

perubahan penggunaan mesin untuk kegiatan lain di luar

kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset Badan
Usaha.

. Keadaan Darurat (force majeure) adalah keadaan seperti

kebakaran, bencana alam, kerusuhan, peperangan atau hal-hal
lain yang terjadi di luar kemampuan manusia.,

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

Menteri adalah Menteri Keuangan.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



Atas

Pasal 2

impor Barang Modal dalam rangka pembangunan dan

pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk
kepentingan umum diberikan pembebasan bea masuk.

Pasal 3

(1) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dapat diberikan kepada Badan Usaha sebagai berikut :

a. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT. PLN (Persero));

atau

b. pemegang IUKU.

(2) Pemegang IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha;

b. pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang

mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN
(Persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan
akan dibeli oleh PT. PLN (Persero), atau perjanjian sewa guna
usaha (Finance Lease Agreement (FLA)) dengan PT. PLN
(Persero); dan

pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang
mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan
pemegang IUKU yang memiliki daerah wusaha, yang
menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh
pemegang [UKU yang memiliki daerah usaha.

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, pimpinan Badan Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas
Kepabeanan sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilampiri dengan:

a. asli Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek dan data

dalam bentuk soft copy paling sedikit memuat jumlah, jenis,
dan spesifikasi teknis secara rinci per pelabuhan tempat
pemasukan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, sesuai format sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha; dan

fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang datanya
sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Angka
Pengenal Importir (API/APIT/API-P).



(3)

(4)

(6

~—

(7)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh pimpinan Badan Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, selain harus memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan
harus dilampiri dengan IUKU dari Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, pemerintah provinsi, atau pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagalistrikan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diagjukan oleh pimpinan Badan Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, selain harus memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan
harus dilampiri dengan :

a. perjanjian jual beli tenaga listrik atau perjanjian sewa guna
usaha (Finance Lease Agreement (FLA)) dengan PT. PLN
(Persero); dan

b. surat pernyataan bermaterai ditandatangani pimpinan Badan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b
yang menyatakan bahwa seluruh listrik yang dihasilkan akan
dibeli oleh PT. PLN (Persero).

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh pimpinan Badan Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, selain harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan harus
dilampiri dengan :

a. perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUKU yang
memiliki daerah usaha; dan

b. surat pernyataan bermaterai ditandatangani pimpinan Badan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c
yang menyatakan bahwa seluruh listrik yang dihasilkan akan
dibeli oleh pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.

Kelengkapan/persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a berupa fotokopi yang telah
ditandasahkan oleh instansi terkait/peerbit atau dengan
menunjukkan asli dokumen kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Barang Modal yang akan diimpor yang terdapat dalam perjanjian
jual beli tenaga listrik atau perjanjian sewa guna usaha (Finance
Lease Agreement (FLA)) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dan perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a harus dicantumkan klausul tidak
termasuk bea masuk.

Pasal 5

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan
atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) tidak lengkap, Direktur Fasilitas Kepabeanan
menyampaikan surat pengembalian permohonan dengan disertai
keterangan kekurangan data.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama
Menteri menerbitkan keputusan pemberian pembebasan bea



masuk.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan menyampaikan
surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 6

(1) Realisasi impor barang berdasarkan Rencana Impor Barang
(RIB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak tanggal keputusan pemberian pembebasan
bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(2) Realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya
jangka waktu realisasi impor.

(3) Untuk mendapatkan perpanjangan realisasi impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pimpinan Badan Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas
Kepabeanan sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dilampiri dengan :

a. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. fotokopi Angka Pengenal Importir (API/APIT/API-P);

d. fotokopi Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3); dan ‘

e. laporan realisasi impor berdasarkan Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(5) Permohonan  perpanjangan realisasi impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), diajukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(6) Dalam  hal permohonan perpanjangan realisasi impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kurang dari 14
(empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3), permohonan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 7

(1) Berdasarkan permohonan perpanjangan realisasi impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Direktur Fasilitas
Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal permohonan perpanjangan realisasi impor
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ayat (3) tidak lengkap,
Direktur Fasilitas Kepabeanan menyampaikan surat

pengembalian permohonan dengan disertai keterangan
kekurangan data.



(3) Dalam hal permohonan perpanjangan realisasi impor
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ayat (3) disetujui, Direktur
Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan
keputusan perpanjangan realisasi impor.

(4) Dalam  hal permohonan perpanjangan realisasi impor
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ayat (3) ditolak, Direktur
Fasilitas Kepabeanan menyampaikan surat penolakan dengan
menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

(1) Pimpinan Badan Usaha dapat mengajukan permohonan
perubahan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3).

(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi perubahan terhadap:

a. jumlah, jenis, spesifikasi teknis dan negara asal barang
-modal; dan/ atau

b. pelabuhan tempat pemasukan.

(3) Untuk mendapatkan perubahan Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pimpinan Badan
Usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan sesuai
format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus
dilampiri dengan:

a. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. fotokopi Angka Pengenal Importir (API/APIT/API-P);

d. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S ayat (3); dan

e. asli Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP} dan data dalam
bentuk soft copy paling sedikit memuat jumlah, jenis, dan
spesifikasi teknis secara rinci per pelabuhan tempat
pemasukan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, sesuai format sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5) Perubahan atas Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3), hanya dapat dilakukan dalam hal:

a. Pemberitahuan impor barang atas Barang Modal belum
diajukan atau pemberitahuan impor barang atas Barang
Modal telah diajukan namun belum mendapatkan nomor
pendaftaran di Kantor Pabean tempat pemasukan; dan

b. masih dalam jangka waktu pembebasan.



Pasal 9

(1) Berdasarkan permohonan perubahan Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Fasilitas
Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal permohonan perubahan Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak lengkap,
Direktur  Fasilitas Kepabeanan menyampaikan surat
pengembalian permohonan dengan disertai keterangan
kekurangan data.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama
Menteri menerbitkan keputusan perubahan Keputusan Menteri
mengenai pemberian pembebasan bea masuk.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan menyampaikan
surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 10

(1) Atas Barang Modal yang diimpor oleh Badan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib digunakan sesuai
peruntukannya oleh Badan Usaha yang bersangkutan.

(2) Atas Barang Modal yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea
masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada saat
pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah,
jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam keputusan
pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Badan Usaha tidak memenuhi ketentuan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha diwajibkan
membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah denda
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Atas importasi Barang Modal oleh Badan Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal dikenai ketentuan larangan,
pembatasan, dan/atau tataniaga impor, ketentuan tersebut
harus dipenuhi pada saat Barang Modal tersebut diimpor untuk
dipakai.

Pasal 11

(1) Barang Modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan
industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah mendapatkan
pembebasan bea masuk, dapat dilakukan pemindahtanganan.

(2) Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal
pemberitahuan pabean impor.

(3) Ketentuan jangka waktu pemindahtanganan Barang Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal:

a. terjadi Keadaan Darurat (force majeure);

b. Barang Modal diekspor kembali; atau



c. dilakukan pemindahtanganan Barang Modal kepada Badan
Usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk
untuk pembangunan dan  pengembangan  industri
pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.

(4) Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan izin dari
Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri.

(5) Terhadap Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan dalam periode 2 (dua)
tahun sampai dengan S5 (lima) tahun sejak tanggal
pemberitahuan pabean impor, berlaku ketentuan sebagai
berikut :

a. fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan menjadi
batal dan Badan Usaha wajib membayar bea masuk yang
terutang; dan

b. pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada huruf
a didasarkan pada tarif dan nilai pabean pada dokumen
pemberitahuan impor barang pada saat impor barang untuk
dipakai.

(6) Terhadap Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah jangka waktu 5
(lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor
dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang.

(7) Terhadap Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dibebaskan dari kewajiban membayar
bea masuk yang terutang.

(8) Dalam hal pemindahtanganan Barang Modal dilakukan tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan/ atau ayat (4), Badan Usaha wajib membayar:

a. bea masuk yang terutang atas Barang Modal asal impor; dan

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

(9) Ketentuan mengenai pembebasan dari kewajiban pembayaran
bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku
terhadap Barang Modal dalam hal terjadi Keadaan Darurat (force
majeure) namun Barang Modal tersebut masih mempunyai nilai
ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan.

(10) Pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dilakukan berdasarkan harga penyerahan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen)
atau lebih dikenakan pembebanan 5% (lima persen); atau

b. jika pembebanan bea masuknya di bawah 5% (lima persen)
dikenakan pembebanan sesuai jenis barang.

Pasal 12

(1) Untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan Barang Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pimpinan
Badan Usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis
dengan menyebutkan alasan dan tujuan pemindahtanganan
kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan,
sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur



(2)

(4)

(S)

Jenderal ini.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilampiri dengan:

a. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. fotokopi Angka Pengenal Importir (API/APIT/API-P);
d. fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha,

fotokopi Izin Usaha yang dikeluarkan oleh
kementerian/instansi terkait;

f. fotokopi keputusan mengenai pemberian fasilitas
pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal.

g. fotokopi dokumen pemberitahuan impor barang yang telah
mendapatkan nomor pendaftaran atau fotokopi dokumen
pemberitahuan impor barang yang dilampiri dengan fotokopi
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

h. daftar Barang Modal yang akan dipindahtangankan sesuai
format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini;

1. asli surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani
pimpinan Badan Usaha tentang persetujuan
pemindahtanganan Barang Modal;

J. asli surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani

pimpinan Badan Usaha yang menyatakan bahwa Barang
Modal yang akan dipindahtangankan:

1. tidak diagunkan kepada pihak lain;
2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan
3. masih dalam penguasaan Badan Usaha,

k. surat keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti-bukti
setentangnya dalam hal keadaan darurat (force majeure); dan

l. keputusan tentang pemberian fasilitas pembebasan bea
masuk atas nama penerima pemindahtanganan dalam hal
dipindahtangankan kepada Badan Usaha yang mendapatkan
fasilitas  pembebasan bea masuk dalam  rangka
pembangunan dan pengembangan industri pembangkit
tenaga listrik untuk kepentingan umum,

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau
penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak lengkap, Direktur Fasilitas Kepabeanan menyampaikan
surat pengembalian permohonan dengan disertai keterangan
kekurangan data.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri
menerbitkan:

a. keputusan mengenai pemberian izin pemindahtanganan
barang modal dengan dibebaskan dari kewajiban membayar
bea masuk yang terutang; atau



b. keputusan mengenai pemberian izin pemindahtanganan
barang modal dengan membayar bea masuk yang terutang.

(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan menyampaikan surat
penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 13

(1) Penyelesaian kewajiban pabean atas Pemindahtanganan
Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5),
ayat (8) dan ayat (10) dilakukan pada Kantor Pabean tempat
pemasukan.

(2) Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 14

Persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf ¢, Pasal 8 ayat (4) huruf a, huruf
b dan huruf ¢, dan Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d dan huruf e tidak perlu diserahkan, dalam hal telah
terdapat database Badan Usaha yang bersangkutan di Direktorat
Fasilitas Kepabeanan atau Direktorat lain yang dapat diakses oleh
Direktorat Fasilitas Kepabeanan.

Pasal 15

Dalam hal otomasi perizinan sudah diberlakukan, proses pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 akan diatur dalam peraturan
tersendiri.

Pasal 16

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang
mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk diwajibkan untuk
menyampaikan laporan semester tentang realisasi impor barang
modal yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk tersebut
kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Audit sesuai
format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini

Pasal 17 _

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-34/BC/2008 tentang
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan
Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juni 2013

. . . DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Salinan sesuai dengan aslinya, .

Sekretaris Direktorat Jenderal
ttd.

AGUNG KUSWANDONO
9 . ///:., ,"I'
. Indrajati Martini

TR



LAMPIRAN |

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 22 /BC/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA
LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor

Lampiran :

Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam
Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga
Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Badan Usaha

NIK

NPWP

Bidang Usaha

Alamat Kantor

Lokasi Proyek :

Telepon : Faksimili
Pejabat yang bisa dihubungi : Telepon

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka
pembangunan dan pengembangan industri pembangkit listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:
Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Fétokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P); dan
Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PN

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi
semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon

MATERAI

Cap Badan Usaha

Nama Terang?*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha yang tercantum dalam dalam Akte Pendirian Badan Usaha dan / atau
API/API-P/ API-T

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya, AGUNG KUSWANDONO
Sekretaris Direktorat Jenderal

—/ ., ,',] -

In/d{g’jf ti Martini



“(1g)" wereqer
(o) (Bueray, ewreN)

eyes uepeq ded

‘uoyourad

“(61) " dIN
H(81) (Bueisy eurep)

[eISUTN BAB(] J9qUING Uep [S19Uy UBLIaIUaWaY
‘UeNIOSIEIRUlI) [BIPUIL INIHII(
‘Us10 weNyesIp uep mlmasiq

) ressue],
...AO.:... . HOEOZ

TV.LOL

...Amﬂv.:

...:VAw... e Mu.nu... A..AN.HV... I.AHHv... ..AOﬂj

...Amw... ...Aww... ...Ah.v...

Ansep eag
UeRIHIod

e30L _ UEIES 194 uenjeg (ip sensedey ‘ueinn Suereg ueynseurayg
Todw] refIN UeeIn|13d yermnp ‘2diy, ‘FI9W) sTua], sexyisadg Nd/o0addy

SH JUBL Sod

eredaoN g nin
esy ueleq uerel IOWON

DNWVAVE JOdINI VNVONTA

L WEdAN s
lg) eyes() Uepegq jeure(y
ey dMdN
g eles() uepeqg ewey
...ANW.-. u ﬁmwwth\
..,A.Hv.: : MOEOZ

WNAN NVONILNIdEA

ANLNN MIALSIT VOVNIAL LDIONVENWHAd TILSNANI NVONVANTONTJ
NV NVNNONVEWHd VIONVI WVIVA TVAOW ODNVAVE JOdNI
SVLV JNSVIN vdd NVSYIIINAd SVLITISVI NVIIAGINAd VIVO VIVL

DNVINIL
€10z/0d/ Tt -¥43d JOWON

IVINO NVA VAL TVIFJANA ANLITAIA NVANLVIA

II NVAIdINVT




Petunjuk Pengisian:

NOMOR (1) Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan

NOMOR (2) Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan

NOMOR (3) Diisi dengan nama Badan Usaha

NOMOR (4) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha

NOMOR (5) Diisi dengan alamat Badan Usaha sesuai NIK

NOMOR (6) Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat
permohonan

NOMOR (7) Diisi nomor urut barang

NOMOR (8) Diisi uraian barang

NOMOR (9) Diisi negara asal barang

NOMOR (10) : Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban

' pabean

NOMOR (11) : Diisi spesifikasi teknis barang

NOMOR (12) : Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan

NOMOR (13) : Diisi dengan perkiraan nilai impor dalam mata uang asing dengan
incoterm C&F atau CIF

NOMOR (14) : Diisi pos tarif HS barang

NOMOR (15) : Diisi dengan perkiraan bea masuk barang

NOMOR (16) : Diisi nomor persetujuan dan penandasahan oleh Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam

NOMOR (17) : Diisi tanggal persetujuan dan penandasahan oleh Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Alam

NOMOR (18) : Diisi nama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan
penandasahan

NOMOR (19) : Diisi NIP Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan
penandasahan

NOMOR (20) : Diisi dengan nama direksi Badan Usaha yang tercantum dalam
API/API-P/API-T

NOMOR (21) : Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur

Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Alam

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b ttd.

AGUNG KUSWANDONO



-

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 22 /BC/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTR! PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

Nomor
Lampiran’ :
Hal : Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk
: Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan
Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :
Nama Badan Usaha :
NIK :
NPWP
Bidang Usaha
Alamat Kantor
Lokasi Proyek

Telepon : Faksimili

Pejabat yang bisa dihubungi : Telepon

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk
atas impor barang berdasarkan Keputusan Menteri Kenangan NOmor ...........ooceevveeeeeonn., tentang Pembebasan
Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh .................... , dengan pertimbangan .................

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:
Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Fotokopi Angka Pengenal Importir (AP1/API-T/API-P);
Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor ........ccccceevvevunnon...... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Umum Kepada .........................co i, ; dan
S. Laporan Realisasi Impor.

PN

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua
peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon

Cap Badan Usaha

Nama Terang*)
Jabatan

MATERAI

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha yang tercantum dalam dalam Akte Pendirian Badan Usaha dan/ atau
API/API-P/ API-T

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

2

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
-agkretaris Direktorat Jenderal AGUNG KUSWANDONO
1 ire,

£

ajativ
] ,:,.f"

e ___;7'.



LAMPIRAN 1V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 22 /BC/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

Nomor

Lampiran :

Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan
Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan
Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Badan Usaha

NIK

NPWP

Bidang Usaha

Alamat Kantor

Lokasi Proyek :

Telepon : Faksimili
Pejabat yang bisa dihubungi : Telepon

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan NOMOT ...c....ccoovevvivveeienii....
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan
Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh

.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);

4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor .............ccccccccvvuvunn. tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh ..............c.ccocoevivveeeeennnn. ; dan

5. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua
peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon

SC———

Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha yang tercantum dalam dalam Akte Pendirian Badan Usaha dan/
atau API/API-P/ API-T

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya, ttd.
Sekretaris Direktorat Jenderal

renU.b

dla Bagian Umum AGUNG KUSWANDONO

Ty

Indrajati Martini
S e ,fi-:
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NOMOR (1)
NOMOR (2)

NOMOR (3)
NOMOR (4)

NOMOR (5)
NOMOR (6)
NOMOR (7)
NOMOR (8)

NOMOR (9)

NOMOR (10} :
NOMOR (11) :
NOMOR (12) :

NOMOR (13) :
NOMOR (14) :
NOMOR (15) :
NOMOR (16) :

NOMOR (17) :
NOMOR (18) :

NOMOR (19) :

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan Nomor Surat Permohonan.

Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan.

Diisi dengan Nomor KMK yang ditetapkan untuk Badan Usaha
terkait.

Diisi dengan Nomor RIB yang diubah dan telah mendapatkan
KMK.

Diisi dengan nama Badan Usaha.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
Diisi dengan alamat Badan Usaha sesuai NIK.

Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat
permohonan.

Diisi uraian perubahan selain jumlah barang dan nilai impor.
Diisi sesuai dengan nomor urut RIB yang dilakukan perubahan.
Diisi jumlah barang dalam satuan tertentu.

Diisi dengan perkiraan Nilai Impor dalam mata uang asing dengan
incoterm C&F atau CIF.

Diisi sesuai dengan RIB yang dilakukan perubahan.
Diisi sesuai dengan RIB perubahan.
Diisi dengan hal-hal yang belum tercakup.

Diisi nomor persetujuan dan penandasahan oleh Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Alam.

Diisi tanggal persetujuan dan penandasahan oleh Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Alam.

Diisi nama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan
penandasahan.

Diisi NIP Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan
penandasahan.



NOMOR (20) :  Diisi dengan nama direksi Badan Usaha yang tercantum dalam
API/API-P/API-T.

NOMOR (21) : Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Alam.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

AGUNG KUSWANDONO



<w

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 22 /BC/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

Nomor,

Lampiran :

Hal : Permohonan Pemindahtanganan Barang Modal Yang Telah Mendapatkan
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan
Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Umum

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Badan Usaha

NIK

NPWP

Bidang Usaha

Alamat Kantor :

Telepon : Faksimili
Pejabat yang bisa dihubungi Telepon

Dengan ini mengajukan permohonan pemindahtanganan barang modal industri pembangkit tenaga
listrik yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk dengan alasan.................... dan

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:
Fotokopi Nomor ldentitas Kepabeanan (NIK);
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Fotokopi Angka Pengenal Importir (AP1/API-T/API-P);
Fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha; dan
Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor .............................. tentang Pembebasan Bea Masuk
Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh .......oceevveeeeiiiiiiieenennn .

gReN -

Demikian permchonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi
semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon

oo s

Nama Terang?*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha yang tercantum dalam dalam Akte Pendirian Badan Usaha
dan/
atau API/API-P/ API-T

'_I‘(.epa.‘lai"B‘agian Umum

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

2

Salinan sesuai dengan aslinya, ted.

e :S_,ck{etaris Direktorat Jenderal

Sy b AGUNG KUSWANDONO

-l
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